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ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS DALAM PELAKSANAAN ROYA PARTIAL HAK
TANGGUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996
TENTANG HAK TANGGUNGAN
(Studi Di Kantor Pertanahan Kota Medan)

Masrointan Ritonga”
Dr. Onny Medaline, SH.,M.Kn.**
H. Muchtar, SH., SpN., MH.**

Dalam praktek lembaga roya partial ini banyak dipakai pada pembebanan hak
tanggungan dalam perjanjian kontruksi antara pengembang dengan pihak bank. Pada
perjanjian kontruksi dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tidak
dimasukan klausula perjanjian roya partial, karena objek hak tanggungan tersebut
masih merupakan sertipikat induk yang belum dilakukan pemecahan. Keadaan ini
akan menyulitkan pihak pengembang yang telah melunasi sebagian utangnya.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan roya partial
hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Medan, hambatan apa saja yang muncul
dalam pelaksanaan roya partial di Kantor Pertanahan Kota Medan, dan upaya yang
dilakukan dalam pelaksanaan roya partial terkait tidak adanya perjanjian di APHT di
Kantor Pertanahan Kota Medan.

Jenis penelitian skripsi ini adalah yuridis empiris (sosiologis), adapun metode
penelitian yang dipakai adalah studi kepustakaan (library research) dengan
menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier
sebagai data utama, dan didukung dengan wawancara.

Bahwa penulis menemukan pelaksanaan roya partial hak tanggungan di kantor
pertanahan kota medan adalah permohonan roya partial yang diajukan kepada kantor
pertanahan dan kepala kantor pertanahan dilaksanakan dalam waktu tujuh hari kerja
setelah diterimanya permohonan. Hambatan-hambatan pelaksanaan roya partial hak
tanggungan di kantor pertanahan kota medan, terdiri dari hambatan-hambatan
eksternal dan hambatan-hambatan internal. Upaya-upaya yang dilakukan kantor
pertanahan kota medan dalam mengatasi hambatan-hambatan roya partial hak
tanggungan terdiri dari upaya-upaya preventif dan upaya represif yaitu dengan
melakukan pendekatan dengan pihak bank untuk meroya semua hak tanggungan yang
ada dan selanjutnya mengajukan pendaftaran hak tanggungan baru dengan membuat
akta pemberian hak tanggungan (APHT) terhadap sebagian obyek hak tangungan
yang belum lama terbebaskan dari pelunasan hutang debitur.

Kata Kunci : Hak Tanggungan, Roya Partial.

* Mahasiswa Program Studi llmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
**Dosen Program Studi IImu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga roya tidak dapat dipisahkan dengan hak tanggungan. Karena hak
tanggungan yang memiliki sifat droite de suite bahwa hak tanggungan tetap
mengikuti objeknya dalam tangan siapapun, walaupun objek hak tanggungan sudah
berpindah tangan dan menjadi milik pihak lain, kreditor masih tetap dapat
menggunakan haknya melakukan eksekusi jika debitur cedera janji.! Sifat lainnya
adalah merupakan perjanjian ikutan (accessoir), adanya hak tanggungan bergantung
pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang itu hapus karena
pelunasan, dengan sendirinya hak tanggungan yang bersangkutan menjadi hapus.
Apabila hak tanggungan hapus, maka Kantor Pertanahan melakukan pencoretan
(roya) catatan hak tanggungan pada buku tanah dan sertipikatnya.?

Dalam praktek lembaga roya partial ini banyak dipakai pada pembebanan hak
tanggungan dalam perjanjian kontruksi antara pengembang dengan pihak bank
dengan jaminan objek hak tanggungan. Pengembang yang akan membangun suatu
komplek perumahan tentunya memerlukan dukungan dana yang cukup besar, tidak

semua pengembang yang akan melaksanakan proyek pembangunan memiliki dana

! Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan
Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak
Tanggungan), Penerbit Alumni, Bandung, 1999, hal. 148.

2 Andika Wijaya, dan Wida Peace Ananta, Hukum Bisnis Properti di Indonesia, PT Grasindo,
Jakarta, 2017, hal.215.



yang cukup guna menyelesaikan proyek tersebut. Selain itu pada saat pembebanan
hak tanggungan pada perjanjian kontruksi, pihak pengembang memberikan agunan
berupa lahan kosong untuk dibebani hak tanggungan, oleh karena itu dalam Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tidak dimasukan klausula perjanjian roya
partial, karena objek hak tanggungan tersebut masih merupakan sertipikat induk yang
belum dilakukan pemecahan sehingga belum dapat dipastikan baik ukuran luas dan
nilai masing-masing bidang tanah yang kelak akan dibangun unit-unit rumah oleh
pengembang. Keadaan ini akan menyulitkan pihak pengembang yang telah melunasi
sebagian utangnya.®
Mengenai roya partial terhadap hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan
diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan
Dengan Tanah (Undang-Undang Hak Tanggungan) yang menyatakan:
“Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika
diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).”
“Apabila Hak Tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah, dapat
diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan,
bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran
yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang
merupakan bagian dari objek Hak Tanggungan, yang akan dibebaskan dari
Hak Tanggungan tersebut, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya

membebani sisa objek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang
belum dilunasi.”

3 Karenandrie Pradnya Kinanti, R. Suharto, Yuli Prasetyo Adhi, “Roya Partial Terhadap
Jaminan Hak Tanggungan Dalam Praktek Di Kantor Pertanahan Kota Semarang”, Diponegoro Law
Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012, hal.5-6.



Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menyadari bahwa
dalam prakteknya sulit untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Hak Tanggungan tersebut, oleh karena itu dalam salah satu ketentuan Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, pada Pasal 124 ayat (2), yang
menyatakan:

“Pendaftaran hapusnya hak tanggungan atas sebagian objek hak tanggungan

juga dapat dilakukan walaupun tidak memenuhi ketentuan ayat (1)

berdasarkan pelepasan hak tanggungan atas sebagian objek hak tanggungan

oleh pemegang hak tanggungan yang dituangkan dalam akta otentik atau surat
pernyataan dibawah tangan dengan mencantumkan secara jelas bagian dari
objek hak tanggungan yang dibebaskan dari beban hak tanggungan.”

Namun dalam perkembangan selanjutnya, muncul Surat Edaran Deputi
Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Nomor: 600-494-D.1V tanggal 8 Pebruari
2000, pada point (5) yang menyatakan :

“Pendaftaran hapusnya hak tanggungan atas sebagian objek hak tanggungan
hanya dapat dilakukan apabila objek hak tanggungan terdiri dari beberapa hak
atas tanah dan atau beberapa hak atas satuan rumah susun dimana kemungkinan
hapusnya sebagian objek hak tanggungan tersebut telah diperjanjikan terlebih
dahulu dalam akta pemberian hak tanggungan (Pasal 2 Undang-Undang Hak
Tanggungan).”

Ketentuan tersebut tentu saja membingungkan masyarakat dan menyulitkan
Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selain itu, adanya surat
edaran deputi bidang pengukuran dan pendaftaran tanah akan menyulitkan bagi

debitor yang telah melunasi sebagian hutang-hutangnya untuk meminta pencoretan

sebagian objek hak tanggungan. Kondisi ini dapat merugikan kedudukan hukum



debitor karena tidak adanya kepastian hukum.* Kemudahan yang diberikan oleh Pasal
124 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, menjadi
tidak berarti dengan adanya surat edaran deputi bidang pengukuran dan pendaftaran
tanah yang memerintahkan untuk kembali kepada ketentuan Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Akibat adanya Surat Edaran Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran
Tanah Nomor: 600-494-D.1V tanggal 8 Pebruari 2000, maka :

(1) Untuk pemecahan sertipikat induk dalam kredit konstruksi yang telah dibebani
hak tanggungan namun tidak diperjanjikan dalam APHT mengenai klausula roya
partial maka tidak dapat dilakukan roya partial;

(2) Akibat tidak diaturnya klausula roya partial dalam APHT, terhadap pemecahan
sertipikat induk akan mengakibatkan gugurnya hak tanggungan yang membebani
bidang tanah tersebut;

(3) Roya partial dapat dilakukan dan didaftarkan berdasarkan pelunasannya sebagian
objek yang dijamin, dengan ketentuan bahwa :

(a) Objek Hak Tanggungan terdiri atas beberapa hak atas tanah;

4 Badriyah Harun, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Pustaka Yustisia, Jakarta,
2010, hal.2



(b) Kemungkinan hapusnya sebagian hak tanggungan karena pelunasan
sebagian utang tersebut diperjanjikan dalam APHT.>

Hal tersebut berarti bahwa hak tanggungan tetap membebani secara utuh
seluruh bidang tanah selama kredit konstruksinya belum lunas,® atau hak tanggungan
gugur apabila dilakukan roya. Kendala yang dialami dalam prakteknya terhadap hak
tanggungan harus dipasang kembali sebagai konsekuensi pemecahan sertipikat, yang
seharusnya secara otomatis hak tanggungan yang sudah tercatat dalam buku tanah
dan sertipikat asal tetap mengikuti dan terpasang hak tanggungannya pada sertipikat
yang baru (sertipikat yang telah dipecah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal
133 angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, yaitu
catatan mengenai adanya hak tanggungan dan beban lain yang ada pada buku tanah
dan sertipikat asal dicatat pada buku tanah dan sertipikat baru.’

Disatu sisi Peraturan Menteri Agraria nomor 3 Tahun 1997 membantu
kesulitan yang diakibatkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUHT namun disisi lain
ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria nomor 3 Tahun 1997 Pasal 124 ayat (2)
justru menyimpang dari ketentuan diatasnya yaitu UUHT, hal tersebut bertentangan

dengan asas yang berlaku dalam ilmu hukum yakni ketentuan yang lebih rendah tidak

°® Mega Ria Sagita, Kashadi, Siti Malikhatun Badriyah, “Pelaksanaan Roya Partial Hak
Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Di Kantor
Pertanahan Kota Semarang”, Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, hal.5.

6 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan
Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2005, hal.410-413.

" Tiomarida Sinaga, Sri Kistiyah, Akur Nurasa, “Status Hukum Pemecahan Sertipikat Hak
Atas Tanah Yang Sedang Terikat Hak Tanggungan”, Jurnal Tunas Agraria, Vol. 2 No. 1, Tahun 2019,
hal.204.



boleh bertentangan dengan ketentuan yang berada diatasnya (lex priori derogate lex
superior). Dengan demikian ketentuan yang mengatur mengenai roya partial hak
tanggungan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, perlu suatu penelitian lebih lanjut
mengenai roya partial hak tanggungan yang akan dituangkan dalam proposal skripsi
yang berjudul “Tinjauan Yuridis Dalam Pelaksanaan Roya Partial Hak
Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak

Tanggungan (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Medan)”.

B. Rumusan Masalah
Adapun permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam skripsi ini adalah:
1. Bagaimana pelaksanaan roya partial hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kota
Medan?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan roya partial di
Kantor Pertanahan Kota Medan?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan roya partial terkait

tidak adanya perjanjian di APHT di Kantor Pertanahan Kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukan di atas maka tujuan yang
hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pelaksanaan roya partial hak tanggungan di Kantor Pertanahan

Kota Medan.



2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan roya
partial
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan roya partial
terkait tidak adanya perjanjian di APHT di Kantor Pertanahan Kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang
hendak dicapai bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat
memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah bahan pustaka/
literatur dalam pembebasan tanah dalam roya partial hak tanggungan, selain itu
penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi dasar bagi penelitian pada bidang yang
sama.
2. Manfaat Akademis

Penulisan ini akan digunakan sebagai syarat bagi penulis dalam
menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum dari Universitas Pembangunan
Panca Budi Medan.
3. Manfaat Praktis

Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah roya partial hak

tanggungan.



E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada dan sepanjang penelusuran kepustakaan, ada
beberapa penelitian yang menyangkut roya partial, namun dapat dipastikan tidak
memiliki kesamaan dengan skripsi ini, antara lain :

1. Ruli Stiaganis, 2017, 20130610248, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah,
Yogyakarta, judul skripsi roya partial terhadap objek hak tanggungan dalam
perjanjian kredit di bank mandiri yogyakarta cabang sudirman, rumusan masalah
bagaimana prosedur melakukan roya partial di Kantor Badan Pertanahan Nasional
Kota Yogyakarta, dan adakah hambatan-hambatan dalam prosedur melakukan
roya partial di kantor badan pertanahan nasional kota yogyakarta tersebut,
kesimpulan adalah bahwa roya partial merupakan kegiatan penghapusan sebagian
status hak tanggungan yang dicatat dibuku tanah, sertifikat hak tanggungan dan
sertifikat hak atas tanah, sebagian dari akibat pelunasan utang debitur yang
dilakukan secara bertahap. Proses pelaksanaan roya partial dilakukan dengan
prosedur yang sudah baku yang ditentukan oleh pemerintah berdasarkan Surat
Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 600-1610-
DIV yang menyatakan bahwa pelaksanaan roya partial ini didasarkan pada Pasal
16 UU Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Pelaksanaan roya partial ini
sesuai dengan ketentuan pasal 1163 KUHPerdata yang berisi prinsip bahwa prinsip
hipotik tidak dapat dibagi-bagi. Artinya dengan dibayarnya sebagian hutang tidak
mengurangi/ meniadakan sebagian dari benda yang menjadi tanggungan.

Pelaksanaan roya partial yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta



secara umum tidak ada hambatan atau kendala. Tetapi dalam masyarakat yang
mengurus roya partial hanya diperintahkan untuk memenuhi persyaratan undang-
undang pokok agraria dan prosedur yang ditentukan oleh pihak Kantor Pertanahan
Yogyakarta selaku pihak yang meroya. kendala lainya yaitu saling bertentangan
aturan dalam melakukan roya partial.

. Timoteus Banjarnahor, 2017, 110200557, Fakultas Hukum Universitas Sumatera
Utara, Medan, judul skripsi aspek hukum pelaksanaan roya partial hak tanggungan
dalam praktek di Kabupaten Deli Serdang, rumusan masalah bagaimana
pelaksanaan roya partial di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang,
bagaimana pelaksanaan roya partial yang sebelumnya tidak dicantumkan terlebih
dahulu dalam klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), dan apa saja
kendala-kendala yang dihadapi kantor pertanahan dalam melakukan roya partial
serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh kantor pertanahan dalam
mengatasi kendala-kendala yang terjadi, kesimpulan adalah pelaksanaan roya
partial di Kantor Pertanahan Deli Serdang sama seperti dengan kantor pertanahan
lainya, serta tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya roya partial cukup
tinggi di Kabupaten Deli Serdang, bahwa Kantor Pertanahan Deli Serdang setelah
keluarnya Surat Edaran Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Nomor 600-
494-D.1V Tanggal 8 Februari Tahun 2000, tidak bias lagi melakukan roya partial
tanpa adanya klausul yang tertera dalam APHT akan mengadakan roya partial,
Bahwa kendala-kendala yang dihadapi adalah tumpang tindihnya peraturan-

peraturan mengenai roya partial, serta tidak lengkapnya syarat-syarat yang
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diperlukan untuk pengajuan roya partial sehingga mengakibatkan pelaksanaan
roya partial menjadi terhambat.
F. Tinjauan Pustaka
1. Pengertian Sertipikat Hak Atas Tanah
Secara etimologi sertipikat berasal dari bahasa Belanda yaitu “certificat” yang
artinya adalah surat bukti atau surat keterangan yang membuktikan tentang sesuatu.
Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUPA hanya disebutkan mengenai surat tanda
bukti hak, sedangkan pengertian sehari-hari surat tanda bukti hak ini sering
ditafsirkan sebagai sertipikat tanah, sehingga dapat diartikan bahwa sertipikat tanah
adalah surat keterangan yang membuktikan hak seseorang atas sebidang tanah, atau
dengan kata lain keadaan tersebut menyatakan bahwa ada seseorang yang memiliki
bidang-bidang tanah tertentu dan pemilikan tersebut mempunyai bukti yang kuat
berupa surat yang dibuat oleh instansi yang berwenang.®
Sertipikat adalah merupakan surat tanda bukti hak, yang berfungsi sebagai alat
bukti. Alat bukti yang menyatakan bahwa tanah ini telah diadministrasi oleh Negara.
Dengan dilakukan administrasi lalu diberikan buktinya kepada orang yang
mengadministrasikan tersebut. Bukti atau sertipikat adalah milik seseorang sesuai
dengan yang tertera dalam tulisan di dalam sertipikat tadi. Bagi pemilik tanah,
sertipikat adalah merupakan pegangan yang kuat dalam hal pembuktian hak miliknya,

sebab dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang secara hukum. Hukum

8 Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, CV. Mandar Maju,
Bandung, 2010, hal.203-204.
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melindungi pemegang sertipikat tersebut dan lebih kokoh bila pemegang itu adalah
namanya yang tersebut dalam sertipikat. Sehingga apabila yang memegang sertipikat
itu belum atas namanya maka perlu dilakukan balik namanya kepada yang
memegangnya sehingga terhindar lagi dari gangguan pihak lain.®

Selain sebagai alat bukti sertipikat juga berguna sebagai jaminan akan
eksistensi hak. Jaminan ini adalah jaminan hukum, sehingga karena ada jaminan
hukum atas kepemilikan tanah tersebut, lalu seseorang dapat menerimanya sebagai
surat berharga. Surat berharga yang nilai ekonomisnya tinggi, maka pemilik dapat
menggunakannya sebagai jaminan hutang. Baik sebagai jaminan hutang kepada orang
lain maupun jaminan hutang kepada bank.°

Sertipikat atau surat tanda bukti hak dapat berfungsi menciptakan tertib
hukum pertanahan serta membantu mengaktifkan kegiatan perekonomian rakyat.
Sebab yang namanya sertipikat hak adalah tanda bukti atas tanah yang telah terdaftar
dan didaftar oleh badan resmi yang sah dilakukan oleh negara atas dasar undang-
undang.t?

Jenis sertipikat kepemilikan hak atas tanah yang dapat dimohonkan di kantor

pertanahan ditentukan oleh subyek hak atas tanah dan tujuan penggunaan objek hak

® 1bid., hal. 204.
19 1bid., hal. 205
1 bid.
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atas tanah sepanjang dibolehkan undang-undang, sehingga dapat dipunyai dengan

suatu hak atas tanah sesuai ketentuan Pasal 16 UUPA, sebagai berikut:!2

a. Hak Milik

b. Hak Guna Usaha

c. Hak Guna Bangunan

d. Hak Pakai

e. Hak Sewa

f. Hak Membuka Tanah

g. Hak Memungut Hasil Hutan

h. Hak-Hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan
ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai
yang disebutkan dalam Pasal 53.

Sertipikat Hak Milik merupakan tanda bukti hak atas tanah bagi pemegangnya
untuk memiliki, menggunakan, mengambil manfaat lahan tanahnya secara turun
temurun, terkuat dan terpenuh. Khusus terhadap hak milik ini mempunyai unsur
turunan, terkuat dan terpenuh dibandingkan hak lainnya, selain itu juga dapat
dialihkan kepada pihak lain serta dijadikan jaminan hutang melalui pembebanan hak
tanggungan.

Sertipikat Hak Guna Usaha merupakan tanda bukti hak atas tanah bagi

pemegangnya guna mengusahakan tanah di sektor pertanian, peternakan, atau

12'3, Chandra, Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Persyaratan Permohonan Di Kantor
Pertanahan, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2005, hal.21.
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perikanan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Sertipikat terhadap hak ini
hanya dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Sertipikat Hak Guna Bangunan merupakan tanda bukti hak atas tanah bagi
pemegangnya guna membangun dan menggunakan bangunan yang berdiri diatas
tanah kepunyaan pihak lain guna tempat tinggal atau tempat usaha. Hak Guna
Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain serta dijadikan jaminan
hutang melalui pembebanan hak tanggungan.

Sertipikat Hak Pakai merupakan tanda bukti pemilikan hak atas tanah untuk
memungut hasil atas tanah yang bukan kepunyaan pemegangnya. Sertipikat hak pakai
dapat diperoleh atas tanah hak milik, tanah hak pengelolaan atau tanah negara.
Sertipikat hak pakai ini juga dapat dijadikan jaminan hutang melalui pembebanan hak
tanggungan, dengan ketentuan berakhirnya jangka waktu hak pakai menyebabkan
hapusnya hak pakai dan mengakibatkan hapusnya hak tanggungan.

Selain sertipikat kepemilikan hak atas tanah yang diatur oleh Pasal 16 UUPA
ada juga dikenal jenis-jenis sertipikat lainnya yaitu sertipikat hak milik tanah wakaf,
hak milik satuan rumah susun dan hak pengelolaan.'® Berbagai jenis sertipikat
kepemilikan hak atas tanah yang diatur dalam ketentuan Pasal 16 UUPA telah sejalan
dengan Pasal 4 ayat 1 UUPA yang menyatakan bahwa atas dasar hak menguasai dari
Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan macam-macam hak atas

tanah permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada orang-orang

13 1bid, hal. 22
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baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang-orang lain
serta badan-badan hukum.
2. Pengertian Roya Partial

Pengertian roya sendiri menurut J. Satrio adalah penghapusan catatan beban.'*
Sedangkan dalam penjelasan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan
Tanah disebutkan bahwa roya disamakan dengan pencoretan pencatatan. Terhadap
APHT yang didalamnya terdapat beberapa objek hak tanggungan yang dijaminkan,
maka dalam akta tersebut perlu dicantumkan perjanjian roya untuk sebagian objek
hak tanggungan (roya partial) yang telah dilunasi pembayaran hutangnya.*®

Keberadaan roya tidak dapat dilepaskan dengan hak tanggungan, hal tersebut
disebabkan hapusnya hak tanggungan karena pelunasan utang harus diikuti dengan
penghapusan beban hak tanggungan dari pencatatannya di buku tanah hak atas tanah
yang menjadi objek Hak Tanggungan.'®

Pencantuman  perjanjian inilah  sebenarnya yang menjadi dasar
diberlakukannya roya partial dalam sertipikat hak tanggungan oleh Kantor
Pertanahan. Karena apabila tidak diperjanjikan, maka yang akan berlaku adalah
ketentuan pelaksanaan roya secara keseluruhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2

ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan, yang menyebutkan bahwa hak

14 ], Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2002, hal. 296.

15 M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2007, hal.73.

16 Denico Doly, “Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya”, Jurnal Negara
Hukum, Vol. 2, Nomor 1 Juni 2011, hal.118.
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tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).%’
3. Pengertian Hak Tanggungan

Ketentuan Pasal 1 UUHT menyebutkan pengertian dari hak tanggungan, yaitu
jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan kesatuan
dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada Kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Hak tanggungan yang diatur dalam UUHT pada dasarnya adalah hak
tanggungan yang dibebankan pada hak atas tanah. Namun kenyataannya seringkali
terdapat adanya benda-benda berupa bangunan, tanaman dan hasil karya, yang secara
tetap merupakan kesatuan dengan tanah yang dijadikan jaminan tersebut.
Sebagaimana diketahui hukum tanah nasional didasarkan pada hukum adat, yang
menggunakan asas pemisahan horizontal.*® Namun, penerapan asas-asas hukum adat
tersebut tidaklah mutlak, melainkan selalu memperhatikan dan disesuaikan dengan

perkembangan kenyataan dan kebutuhan dalam masyarakat yang dihadapinya.

1" Maria Stephannie Halim, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Jaminan Dalam Lelang
Eksekusi Hak Tanggungan”, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume I, Nomor 1 Agustus
2018, hal.101.

18 Boedi Harsono, Op.Cit., hal.411.
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Penjelasan umum UUHT dinyatakan bahwa hak tanggungan sebagai suatu
lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat harus mengandung ciri-ciri:°
a. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulu kepada pemegangnya
(droit de preference). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 20 ayat
(1) UUHT.

b. Selalu mengikuti objek yang dijaminkan dalam tangan siapapun objek itu berada
(droit de suite). Ditegaskan dalam Pasal 7 UUHT.

c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga dapat mengikat pihak ketiga
dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan.

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang
tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap
kreditor lain. Dalam arti, bahwa debitor cidera janji (wanprestasi) maka kreditor
pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang
dijadikan objek hak tanggungan menurut ketentuan-ketentuan peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor yang
lain.?® Sesuai dengan sifat accessoir dari hak tanggungan, maka pemberiannya
merupakan ikutan dari perjanjian pokok vyaitu perjanjian yang menimbulkan

hubungan hukum utang-piutang yang dijamin pelunasannya.

19 Kashadi, Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
Semarang, 2000, hal.10.

20 Martin Roestamy, “Paradigma Hak Kebendaan Kepemilikan Sarusun Yang Dibangun
Pada Lahan Hak Guna Bangunan”, Jurnal Hukum De 'rechtsstaat, Volume 2 No. 1, Maret 2016, hal.9.
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G. Metode Penelitian
1. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, bersifat deskriptif maksudnya
dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistimatis tentang
permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta
yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab
permasalahan.?! Penelitian ini berusaha mengkaji norma-norma hukum yang hidup
dalam kehidupan masyarakat, dan selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum
formal (hukum tertulis) yang ada kaitannya dengan roya partial hak tanggungan.
2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu melakukan
pengamatan dan pengelompokan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan
menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan
ataupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian
dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau
fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau

pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).??

2L Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Alumni,
Bandung, 1994, hal.101.

22 Burhan Bungin, Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis
Ke arah Penguasaan Modal Aplikasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.53.
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3. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara melihat kepada aspek penerapan hukum itu sendiri ditengah
masyarakat,?® ataupun suatu kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat
berinteraksi dengan sistim norma yang ada.?*
4. Metode Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data yang diperlukan, pengumpulan data dilakukan
melalui tahap-tahap penelitian antara lain sebagai berikut :
a. Studi Kepustakaan (Library Research).
Studi Kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-
konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan
dengan permasalahan penelitian ini.
b. Studi Lapangan (Field Research).
Hasil studi lapangan yang diperoleh akan digunakan sebagai data penunjang
dalam penelitian ini. Data tersebut diperoleh dari pihak-pihak yang telah
ditentukan sebagai informan atau narasumber yang dianggap mengetahui
permasalahan yang berkaitan dengan roya partial hak tanggungan.
5. Jenis Data
Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) jenis data yang dibutuhkan, yaitu data

primer, yang akan diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan baik dari

23 Bambang Sungono, Metode Penelian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.89.
24 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal.51.
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informan dan narasumber yang terkait dengan roya partial hak tanggungan, dan data
sekunder yang akan diperoleh dari penelitian keputakaan dari bahan-bahan pustaka.
Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan
metode wawancara dengan pihak pejabat Kantor Pertanahan Kota Medan, dengan
berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu agar lebih
terarah dan sistimatis dalam mendapatkan data-data serta informasi terkait dengan
penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui studi
kepustakaan vyaitu untuk memperolen bahan-bahan yang digunakan untuk
mengumpulkan data-data yang ada di kepustakaan atau bahan hukum sekunder dan
bahan hukum primer serta tertier, antara lain:
a. Bahan hukum primer
Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama
yang dipakai dalam rangka penelitian ini,? di antaranya adalah Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah, Peraturan Mentri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

25 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Juritmetri, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1990, hal.53.



20

b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan
dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,?® seperti
hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari para ahli hukum, serta
dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan roya partial hak tanggungan.

c. Bahan Hukum tersier.
Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, surat kabar, makalah yang
berkaitan dengan objek penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke
dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.?’ Sedangkan metode kualitatif
merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.?

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research)
dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research) kemudian
disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan
menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok

permasalahan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir

% |bid.
27 Lexy J. Moleong, Metode Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hal.103.
28 |bid., hal.3.
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yang dimulai dari hal yang umum untuk selanjutnya menarik kesimpulan kepada hal-
hal yang khusus.
H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari:

BAB | Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistimatika
penulisan.

BAB Il Pelaksanaan Roya Partial Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan
Kota Medan, terdiri dari Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Roya Partial Hak
Tanggungan, Syarat-Syarat Roya Partial Hak Tanggungan, dan Tata Cara Roya
Partial Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Medan.

BAB 11l Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Roya Partial Hak Tanggungan di
Kantor Pertanahan Kota Medan, terdiri dari Hambatan-Hambatan Eksternal Dalam
Pelaksanaan Roya Partial Hak Tanggungan, dan Hambatan-Hambatan Internal Dalam
Pelaksanaan Roya Partial Hak Tanggungan Yang Dihadapi Kantor Pertanahan Kota
Medan.

BAB 1V Upaya-Upaya Yang Dilakukan Kantor Pertanahan Kota Medan
Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang Muncul Dalam Melaksanakan Roya
Partial Hak Tanggungan, terdiri dari Upaya-Upaya Preventif Kantor Pertanahan Kota
Medan Dalam Melaksanakan Roya Partial Hak Tanggungan, Upaya-Upaya Represif
Kantor Pertanahan Kota Medan Dalam Proses Melaksanakan Roya Partial Hak

Tanggungan.



BAB V Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.
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BAB Il

PELAKSANAAN ROYA PARTIAL HAK TANGGUNGAN DI
KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN

A. Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Roya Partial Hak Tanggungan

Keberadaan roya tidak dapat dipisahkan dengan hak tanggungan, hal tersebut
disebabkan oleh karena hak tanggungan yang merupakan hak kebendaan yaitu suatu
hak yang dapat dituntut oleh pemegangnya dari pihak ketiga yang menguasai atau
memiliki objek hak tanggungan itu apabila objek hak tanggungan itu kemudian
dialinkan oleh pemberi hak tanggungan semula.?® Mengingat hak tanggungan yang
merupakan hak kebendaan itu maka terhadap hapusnya hak tanggungan harus pula
disertai dengan penghapusan pencatatannya dalam buku tanah hak atas tanah yang
menjadi objek hak tanggungan.

Pengertian roya sendiri menurut J. Satrio adalah penghapusan catatan beban.°
Sedangkan dalam penjelasan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan
disebutkan bahwa roya disamakan dengan pencoretan pencatatan. Dalam Undang-
Undang Hak Tanggungan dikenal ada dua macam roya, yaitu :

1. Roya keseluruhan

Yaitu roya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-

2 Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan
Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak
Tanggungan), Penerbit Alumni, Bandung, 1999, hal. 148.

30 J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2002, hal. 296.
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Undang Hak Tanggungan, yang menyebutkan bahwa: “Hak tanggungan

mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam Akta

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.

2. Roya partial

Yaitu roya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

Hak Tanggungan menyatakan bahwa:
“Apabila hak tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah, dan
diperjanjikan dalam APHT yang bersangkutan, bahwa pelunasan utang yang
dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai
masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari objek hak
tanggungan, yang akan dibebaskan dari hak tanggungan tersebut, sehingga
kemudian hak tanggungan itu hanya membebani sisa objek hak tanggungan
untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi”.

Apabila hak tanggungan hapus, maka perlu dilakukan roya (pencoretan)
artinya penghapusan adanya beban hak tanggungan tersebut pada buku tanah hak atas
tanah dan sertipikatnya.>> Dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Hak
Tanggungan disebutkan bahwa:

a. Setelah Hak Tanggungan hapus sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18,
kantor pertanahan mencoret catatan hak tanggungan tersebut pada buku-tanah
hak atas tanah dan sertipikatnya. Pencoretan catatan atau roya hak tanggungan

dilakukan demi ketertiban administrasi dan tidak mempunyai pengaruh hukum

terhadap hak tanggungan yang bersangkutan yang sudah hapus.

31 Kashadi, Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
Semarang, 2000, hal. 64.
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Dengan hapusnya hak tanggungan, sertipikat hak tanggungan yang
bersangkutan ditarik dan dalam buku tanah/sertipikat hak atas tanah, hak
tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh kantor pertanahan.

. Apabila sertipikat hak tanggungan karena sesuatu hal tidak dikembalikan pada
kantor pertanahan, hal tersebut dicatat pada buku tanah.

. Permohonan pencoretan tersebut diajukan oleh pihak yang berkepentingan
dengan melampirkan sertipikat hak tanggungan yang telah diberi catatan oleh
kreditor bahwa hak tanggungan hapus karena piutang yang dijamin
pelunasannya dengan hak tanggungan itu sudah lunas, atau penyataan tertulis
dari kreditor bahwa hak tanggungan telah hapus karena piutang itu telah lunas
atau karena kreditor melepaskan hak tanggungan yang bersangkutan.

. Apabila kreditor tidak bersedia memberikan pernyataan secara tertulis tersebut,
pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan perintah pencoretan
kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat hak
tanggungan yang bersangkutan didaftar.

Apabila permohonan perintah pencoretan timbul dari sengketa yang sedang
diperiksa oleh pengadilan negeri lain, permohonan tersebut harus diajukan
kepada ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan.
Permohonan pencoretan hak tanggungan berdasarkan perintah pengadilan
negeri tersebut diajukan kepada kepala kantor pertanahan dengan melampirkan

salinan penetapan atau putusan pengadilan negeri yang bersangkutan.
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h. Kantor pertanahan melakukan pencoretan catatan hak tanggungan menurut
tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang Hak
Tanggungan.

I. Apabila pelunasan utang dilakukan dengan cara angsuran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), hapusnya hak tanggungan pada bagian objek
hak tanggungan yang bersangkutan dicatat pada buku-tanah dan sertipikat hak
tanggungan serta pada sertipikat hak atas tanah yang telah bebas dari hak
tanggungan yang semula membebaninya

Tujuan diadakannya roya (pencoretan) pada buku tanah/sertipikat hak atas
tanah yang bersangkutan adalah agar dapat diketahui oleh umum bahwa tanah-tanah
tersebut telah bebas kembali dan tidak dibebani oleh Hak Tanggungan serta di
seimbangkan kembali keadaan hukum. Jika pemberian hak, peralihan hak,
pembebanan hak harus didaftarkan, maka demikian pula penghapusan pembebanan
juga harus dicatat agar dapat diketahui oleh umum demi kepastian hukum dan
kepastian hak. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan
dinyatakan bahwa: “hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali
jika diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)”. Ketentuan tersebut ternyata menyulitkan bagi penjualan
satuan-satuan rumah susun dan rumah-rumah yang telah selesai dibangun dimana

pembayarannya diperoleh melalui fasilitas kredit rumah. Satuan-satuan rumah susun
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dan perumahan masih dibebani hak tanggungan selama kredit kontruksi yang
dijaminkan belum penuh dilunasi.®> Guna mengatasi kesulitan tersebut maka dalam
ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan bahwa :
“Apabila Hak Tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah, dapat
diperjajikan dalam akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang bersangkutan,
bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran
yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang
merupakan bagian dari objek hak tanggungan, yang akan dibebaskan dari hak
tanggungan tersebut, sehingga kemudian hak tanggungan itu hanya membebani
sisa objek hak tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi.*
Penghapusan (roya) hak tanggungan sebagian inilah yang disebut dengan roya
partial. Kausula roya partial harus dimuat dalam akta pemberian hak tanggungan
(APHT) yang bersangkutan, lembaga roya partial ini juga memungkinkan bidang-
bidang tanah yang merupakan bagian-bagian dari objek hak tanggungan menjadi
terbebas dari angsuran sebesar yang diperjanjikan. Bidang-bidang tanah tersebut
kemungkinannya dapat dijual lagi atau dijadikan jaminan bagi perolehan kredit baru
dengan syarat-syarat yang lebih menguntungkan dengan memberikan hak tanggungan
baru peringkat yang pertama.®
Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan telah
memberikan kemudahan bagi pelaksanaan roya partial hak tanggungan, namun dalam
pelaksanaannya roya partial tersebut menimbulkan pertentangan antar peraturan yang

mengatur mengenai roya partial hak tanggungan. Hal tersebut disebabkan dalam

Pasal 2 ayat (2) mensyaratkan adanya perjanjian roya partial terlebih dahulu. Disatu

%2 Boedi Harsono, Op.Cit., hal. 426
33 Hasil wawancara dengan lbu Marijah Harahap, Bagian Peralihan Kantor Pertanahan Kota
Medan, Medan, tanggal 12 April 2019
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sisi Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 membantu kesulitan yang
diakibatkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan
namun disisi lain ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria nomor 3 Tahun 1997
Pasal 124 ayat (2) justru menyimpang dari ketentuan diatasnya yaitu Undang-Undang
Hak Tanggungan, hal tersebut bertentangan dengan asas yang berlaku dalam ilmu
hukum yakni ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan
yang berada diatasnya.(lex priori derogate lex superior).
B. Syarat-Syarat Roya Partial Hak Tanggungan

Roya partial dapat dilakukan apabila dalam APHT, yang didalamnya terdapat
beberapa objek hak tanggungan yang dijaminkan, dicantumkan perjanjian roya
(pencoretan) untuk sebagian (partial) objek hak tanggungan yang telah dilunasi
pembayaran hutangnya. Pencantuman perjanjian inilah sebenarnya yang menjadi
dasar diberlakukannya roya partial dalam sertipikat hak tanggungan oleh kantor
pertanahan. Karena apabila tidak diperjanjikan maka yang akan berlaku adalah
ketentuan pelaksanaan roya secara keseluruhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2
ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan, yang menyebutkan: “Hak tanggungan
mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam akta
pemberian hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.3*

Dengan demikian untuk dapat melaksanakan roya partial terhadap sebuah Hak

Tanggungan maka dalam APHT harus diperjanjikan bahwa pelunasan utang yang

34 Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fadli, Bagian Peralihan Kantor Pertanahan
Kota Medan, Medan, tanggal 12 April 2019.
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dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai
masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari objek hak tanggungan,
yang akan dibebaskan dari hak tanggungan tersebut, sehingga kemudian hak
tanggungan itu hanya membebani sisa objek hak tanggungan untuk menjamin sisa
utang yang belum dilunasi. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka roya partial
dapat dilakukan dan didaftarkan berdasarkan pelunasannya sebagian objek yang
dijamin, dengan ketentuan bahwa :

1. Objek hak tanggungan terdiri atas beberapa hak atas tanah;

2. Kemungkinan hapusnya sebagian hak tanggungan karena pelunasan sebagian

utang tersebut diperjanjikan dalam APHT.

Namun dalam praktek lembaga roya partial ini banyak dipakai pada
pembebanan hak tanggungan dalam perjanjian kontruksi antara pengembang dengan
pihak bank dengan jaminan objek hak tanggungan. Pengembang yang akan
membangun suatu komplek perumahan tentunya memerlukan dukungan dana yang
cukup besar, tidak semua pengembang yang akan melaksanakan proyek
pembangunan memiliki dana yang cukup guna menyelesaikan proyek tersebut. Selain
itu pada saat pembebanan hak tanggungan pada perjanjian kontruksi, pihak
pengembang memberikan agunan berupa lahan kosong untuk dibebani hak
tanggungan, oleh karena itu dalam APHT tidak dimasukan perjanjian roya partial,
karena objek hak tanggungan tersebut masih merupakan sertipikat induk yang belum
dilakukan pemecahan sehingga belum dapat dipastikan baik ukuran luas dan nilai

masing-masing bidang tanah yang kelak akan dibangun unit-unit rumah oleh



30

pengembang. Keadaan ini akan menyulitkan pihak pengembang yang telah melunasi
sebagian utangnya.*®

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menyadari bahwa
dalam prakteknya sulit untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut, oleh
karena itu dalam salah satu ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada Pasal
124 ayat (2) diatur bahwa:

“Pendaftaran hapusnya hak tanggungan atas sebagian objek hak tanggungan
juga dapat dilakukan walaupun tidak memenuhi ketentuan ayat (1) berdasarkan
pelepasan hak tanggungan atas sebagian objek hak tanggungan oleh pemegang
hak tanggungan yang dituangkan dalam akta otentik atau surat pernyataan
dibawah tangan dengan mencantumkan secara jelas bagian dari objek hak
tanggungan yang dibebaskan dari beban hak tanggungan.”

Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka dimungkinkan oleh kantor
pertanahan untuk melakukan roya partial meskipun tidak terdapat perjanjian
sebelumnya dalam APHT untuk bisa melakukan roya partial. Dengan demikian
terdapat kemudahan dalam pelaksanaan roya partial ini.®® Namun dalam
perkembangan selanjutnya muncul Surat Edaran Deputi Bidang Pengukuran dan

Pendaftaran Tanah Nomor: 600-494-D.IV tanggal 8 Pebruari 2000, pada point (5)

yang menyatakan :3’

% Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fadli, Bagian Peralihan Kantor Pertanahan
Kota Medan, Medan, tanggal 12 April 2019

3% Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fadli, Bagian Peralihan Kantor Pertanahan
Kota Medan, Medan, tanggal 12 April 2019

37 Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fadli, Bagian Peralihan Kantor Pertanahan
Kota Medan, Medan, tanggal 12 April 2019
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“Pendaftaran hapusnya hak tanggungan atas sebagian objek hak tanggungan
hanya dapat dilakukan apabila objek hak tanggungan terdiri dari beberapa hak
atas tanah dan atau beberapa hak atas satuan rumah susun dimana kemungkinan
hapusnya sebagian objek hak tanggungan tersebut telah diperjanjikan terlebih
dahulu dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (Pasal 2 UU No. 4 Tahun
1996).”

Ketentuan tersebut tentu saja membingungkan masyarakat dan menyulitkan
kantor pertanahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Adanya surat edaran deputi
bidang pengukuran dan pendaftaran tanah tersebu akan menyulitkan bagi debitor
yang telah melunasi sebagian hutang-hutangnya untuk meminta pencoretan sebagian
objek Hak Tanggungan. Kondisi ini dapat merugikan kedudukan hukum debitor
karena tidak adanya kepastian hukum. Kemudahan yang diberikan oleh Pasal 124
ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menjadi tidak berarti dengan adanya surat
edaran deputi bidang pengukuran dan pendaftaran tanah yang memerintahkan untuk
kembali kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.%8

Akibat adanya Surat Edaran Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran
Tanah Nomor: 600-494-D.1V tanggal 8 Pebruari 2000, maka :

1. Untuk pemecahan sertipikat induk dalam kredit konstruksi yang telah dibebani
hak tanggungan namun tidak diperjanjikan dalam APHT mengenai klausula roya

partial maka tidak dapat dilakukan roya partial,

2. Akibat tidak diaturnya klausula roya partial dalam APHT, terhadap pemecahan

3% Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Fadli, Bagian Peralihan Kantor Pertanahan
Kota Medan, Medan, tanggal 12 April 2019
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sertipikat induk akan mengakibatkan gugurnya hak tanggungan yang membebani
bidang tanah tersebut;

3. Roya Partial dapat dilakukan dan didaftarkan berdasarkan pelunasannya sebagian
objek yang dijamin, dengan ketentuan bahwa :

a. Objek Hak Tanggungan terdiri atas beberapa hak atas tanah;

b. Kemungkinan hapusnya sebagian hak tanggungan karena pelunasan
sebagian utang tersebut diperjanjikan dalam APHT.

Saat ini setelah terbitnya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia (Perkaban) Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah tanggal 27 Desember 2012, maka sejak tanggal 1
April 2013 format akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT) termasuk APHT telah
memuat klausula-klausula roya partial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 APHT®®
yaitu:

”Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima

oleh Pihak Kedua dengan janji-janji yang dsepakati oleh kedua belah pihak

sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- Debitor dapat melakukan pelunasan utang yang dijamin dengan hak
tanggungan di atas, dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai
masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari objek hak
tanggungan yang akan disebut di bawabh ini, dan yang akan dibebaskan dari
hak tanggungan tersebut, sehingga kemudian hak tanggungan itu hanya

membebani sisa objek hak tanggungan untuk menjamin sisa utang yang
belum dilunasi ;

3% Hasil wawancara dengan lbu Zulhemi Elita Juliani, Seksi 1l Bagian Hubungan Hukum
Kantor Pertanahan Kota Medan, Medan, tanggal 19 April 2019



33

- Dalam hal obyek hak tanggungan kemudian dipecah sehingga hak
tanggungan membebani beberapa hak atas tanah, debitor dapat melakukan
pelunasan utang yang dijamin dengan hak tanggungan dengan cara angsuran
yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah tersebut,
yang akan dibebaskan dari hak tanggungan, sehingga kemudian hak
tanggungan itu hanya membebani sisa objek hak tanggungan untuk
menjamin sisa utang yang belum dilunasi. Nilai masing-masing hak atas
tanah tersebut akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak
pertama dengan pihak kedua”.

Dengan adanya ketentuan tersebut roya partial dapat dilakukan walaupun
sertipikat induk yang dibebani hak tanggungan dipecah-pecah menjadi beberapa
sertipikat, dan hak tanggungan masih membebani sertipikat hasil pemecahan tersebut,
kecuali apabila debitur melunasi sebagian hutangnya sehingga hak tanggungan hanya
membebani sebagian dari sertipikat hak atas tanah yang masih terikat menjadi objek
hak tanggungan.

Roya partial yang pernah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan
sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 terdapat 72 kali roya partial. Salah satu roya
partial terhadap hak tanggungan adalah terhadap objek hak tanggungan sertipikat hak
milik nomor 201 dan 209 yang dibebani hak tanggungan dengan nomor sertipikat hak
tanggungan nomor 09670/2016, dimana pada tahun 2017 dilakukan roya partial
terhadap sertipikat nomor 209, sehingga tersisa sertipikat nomor 201yang masih
terbebani hak tanggungan nomor 09670/2016. Roya partial lainnya adalah terhadap
objek hak tanggungan sertipikat hak milik nomor 1197, 1192, 1196 dan 1206 yang
dibebani hak tanggungan dengan nomor sertipikat hak tanggungan nomor

06576/2016 yang pada Desember 2018 dilakukan roya partial terhadap sertipikat

nomor 1192 dan 1206 sehingga hanya sertipikat nomor 1196 dan 1197 yang masih
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terbebani hak tanggungan nomor 06576/2016.4°

C. Tata Cara Roya Partial Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kota
Medan

Permohonan roya partial diajukan kepada kantor pertanahan kabupaten/kota.
Roya dilakukan demi Kketertiban administrasi. Dalam Undang-Undang Hak
Tanggungan ditetapkan bahwa prosedur dan jadwal yang jelas mengenai pelaksanaan
pencoretan dan kepala kantor pertanahan hanya diberi waktu tujuh hari kerja setelah
diterimanya permohonan untuk melaksanakan pencoretan hak tanggungan itu.
Pencoretan pendaftaran hak tanggungan adalah suatu perbuatan perdata yang
mengikuti hapusnya hak tanggungan. Dalam rumusan Pasal 22 ayat (1) Undang-
Undang Hak Tanggungan secara jelas dikatakan : “Setelah hak tanggungan hapus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kantor pertanahan mencoret catatan hak
tanggungan tersebut pada buku-buku hak atas tanah dan sertipikatnya.”

Apabila hak tanggungan hapus, maka kantor pertanahan melakukan roya
(pencoretan) catatan hak tanggungan pada buku tanah hak atas tanah dan
sertipikatnya. Sertipikat hak tanggungan dinyatakan tidak berlaku oleh kantor
pertanahan.** Apabila sertipikat karena sesuatu sebab tidak dikembalikan kepada
kantor pertanahan, hal tersebut dicatat pada buku tanah hak tanggungan. Prosedur
pencoretan adalah permohonan pencoretan dilakukan oleh pihak yang berkepentingan

dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut :

40 Hasil wawancara dengan Ibu Marijah Harahap, Bagian Peralihan Kantor Pertanahan Kota
Medan, Medan, tanggal 25 Juni 2019

41 Hasil wawancara dengan Ibu Zulhemi Elita Juliani, Seksi Il Bagian Hubungan Hukum
Kantor Pertanahan Kota Medan, Medan, tanggal 19 April 2019
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1. Sertipikat hak tanggungan yang telah diberi catatan oleh kreditur bahwa hak
tanggungan hapus karena piutangnya telah lunas;

2. Pernyataan tertulis dari kreditur bahwa hak tanggungan telah hapus karena
piutang yang dijamin dengan hak tanggungan telah lunas atau kreditur
melepaskan hak tanggungan yang bersangkutan.

3. Apabila kreditur tidak bersedia memberikan pernyataan, sebagaimana
dikemukakan diatas maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan
permohonan perintah pencoretan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah
hukumnya meliputi tempat hak tanggungan yang bersangkutan didaftar, tetapi
apabila permohonan perintah pencoretan timbul dari sengketa yang sedang
diperiksa oleh pengadilan negeri lain, permohonan tersebut harus diajukan
kepada ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Permohonan pencoretan catatan hak tanggungan berdasarkan penetapan
pengadilan negeri tersebut ditujukan kepada kepala kantor pertanahan dengan
melampirkan salinan penetapan atau putusan pengadilan negeri yang bersangkutan.

Setelah menerima permohonan tersebut, maka kepala kantor pertanahan melakukan

pencoretan menurut tata cara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dalam waktu 7 hari kerja. Dalam roya partial, sertipikat hak tanggungan tidak
ditarik kembali oleh kantor pertanahan, tetapi hanya diberikan catatan, persil mana

yang dicoret dan persil-persil lain tetap terikat sebagai jaminan sisa hutang. Dalam
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hal sertipikat hak tanggungan hilang, penghapusan hak tanggungan harus terlebih

dahulu membuat akta konsen roya dengan akta notaris.*?

42 Hasil wawancara dengan Ibu Zulhemi Elita Juliani, Seksi 11 Bagian Hubungan Hukum
Kantor Pertanahan Kota Medan, Medan, tanggal 19 April 2019
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BAB Il1

HAMBATAN-HAMBATAN PELAKSANAAN ROYA PARTIAL

HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA
MEDAN

Hambatan-Hambatan Eksternal Dalam Pelaksanaan Roya Partial Hak
Tanggungan

Hambatan eksternal dalam pelaksanaan roya partial hak tanggungan di Kantor

Pertanahan Kota Medan umumnya terdiri dari:

1.

Setelah berlangsungnya perjanjian kredit, pada suatu saat debitur menghendaki
melunasi sebagian utangnya untuk membebaskan sebagian jaminannya, padahal
pada awal pembuatan APHT tidak diperjanjikan adanya roya

Sertipikat tanah induk yang dipergunakan oleh debitur/pengembang sebagai
jaminan utang dan telah dibebani hak tanggungan, kemudian pada saat tertentu
pengembang/developer melakukan pemecahan terhadap sertipikat tanah induk
tersebut menjadi beberapa puluh sertipikat dan diatas masing-masing sertipikat
hasil pemecahan didirikan bangunan rumah/ruko, pada saat rumah/ruko tersebut
laku terjual, barulah pengembang menyadari perlu dilakukan roya partial,
tentunya hal ini menyangkut kepentingan kreditor/bank maka harus mendapat

persetujuan dari bank.*?

43 Hasil wawancara dengan lbu Zulhemi Elita Juliani, Seksi 1l Bagian Hubungan Hukum

Kantor Pertanahan Kota Medan, Medan, tanggal 19 April 2019
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Kejadian yang menyangkut mengenai sertipikat induk yang digunakan
sebagai jaminan hutang oleh pengembang, walaupun jaminan hanya berupa sebidang
tanah dalam sebuah sertipikat induk, dimungkinkan untuk dilakukan roya partial
setelah dilakukan pemecahan terhadap sertipikat induk tersebut, penyelesaian
masalah ini dapat ditemukan dalam penuangan janji-janji yang secara tegas tercantum
dalam Pasal 2 dari APHT yang berbunyi :

“Dalam hal Objek Hak Tanggungan kemudian dipecah sehingga Hak
Tanggungan membebani beberapa hak atas tanah, Debitur dapat melakukan
pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan membebani beberapa
hak atas tanah, Debitur dapat melakukan pelunasan utang yang dijamin
dengan Hak Tanggungan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan
nilai masing-masing hak atas tanah tersebut yang akan dibebaskan dari Hak
Tanggungan, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa
Objek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi nilai
masing-masing hak atas tanah tersebut akan ditentukan berdasarkan
kesepakatan antar Pihak Pertama dan Pihak Kedua.”

Besarnya nilai masing-masing hak atas tanah yang akan dibebaskan dengan
roya partial yang merupakan jumlah yang harus dibayar untuk membebaskan hak atas
tanah yang bersangkutan, ditentukan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan
debitur. Jadi kesepakatan mengenai nilai hak atas tanah yang akan dibebaskan
berlainan dengan yang disebutkan diatas, diadakan dalam kesepakatan tersendiri, di
luar APHT. Dengan ditandatanganinya APHT antara pemberi hak tanggungan/debitur
dan pemegang hak tanggungan/kreditur dengan janji yang tercantum Pasal 2 APHT
tersebut, maka untuk melakukan roya partial dalam praktek, nilai hak tanggungan

yang membebani sertipikat induk harus dapat disepakati antara Debitur dan Kreditur

untuk dapat dipecah-pecah disesuaikan dengan nilai sertipikat masing-masing hasil
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pemecahan sertipikat induk. Dalam hal ini hasil kesepakatan antara Debitur dan
Kreditur harus dituangkan secara tertulis, terperinci dan ditandatangani oleh kedua
belah pihak yang dikemudian hari dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan
roya partial.*

Dalam hal ketika roya partial dilaksanakan, yang ternyata tidak diperjanjikan
terlebih dahulu dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan akan
meminta akta konsen roya yang dikeluarkan oleh notaris atau pihak kreditur, yang
mana isi dari akta konsen roya tersebut menyatakan suatu pernyataan persetujuan
untuk dilakukan roya terhadap sebagian obyek hak tanggungan. Hal ini berhubungan
dengan penjelasan diatas dimana isi dari akta konsen roya itu berisi kesepakatan yang
dibuat oleh pihak kreditur dengan debitur.*®

B. Hambatan-Hambatan Internal Dalam Pelaksanaan Roya Partial Hak
Tanggungan Yang Dihadapi Kantor Pertanahan Kota Medan

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Medan dalam
pelaksanaan roya partial ini terkait dengan adanya ketentuan peraturan yang saling
bertentangan satu sama lain. Disamping itu juga penetapan peraturan-peraturan
tersebut yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan, dimana secara empiris
ketentuan normatif yang termuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Hak
Tanggungan sangat sulit untuk dilakukan, mengingat banyak terjadi akta pemberian

hak tanggungan (APHT) tidak memuat perjanjian roya partial (pencoretan sebagian)

4 Hasil wawancara dengan Ibu Zulhemi Elita Juliani, Seksi Il Bagian Hubungan Hukum
Kantor Pertanahan Kota Medan, Medan, tanggal 19 April 2019

4 Hasil wawancara dengan Ibu Zulhemi Elita Juliani, Seksi Il Bagian Hubungan Hukum
Kantor Pertanahan Kota Medan, Medan, tanggal 19 April 2019
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obyek hak tanggungan terhadap pelunasan sebagian hutang-hutang yang dijamin
dengan hak tanggungan. Selain itu tidak tercantum bagian-bagian mana dari sertipikat
induk yang dipecah setelah terikat hak tanggungan yang dapat dilakukan roya partial.

Untuk mengatasi kesulitan tersebut Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang salah satu
pasalnya mengatur tentang pelepasan hak tanggungan atas sebagian obyek hak
tanggungan. Sayangnya dalam perkembangan selanjutnya muncul surat edaran deputi
pendaftaran tanah yang menyatakan untuk kembali tetap berpegang kepada Pasal 2
Undang-Undang Hak Tanggungan. Ketentuan tersebut tentu saja membingungkan
masyarakat dan menyulitkan kantor pertanahan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
Adanya surat edaran deputi pendaftran tanah akan menyulitkan bagi debitur yang
telah melunasi sebagian hutang-hutangnya untuk meminta pencoretan sebagian obyek
hak tanggungan. Kondisi ini dapat merugikan kedudukan hukum debitur karena tidak
adanya kepastian hukum. Kemudian yang diberikan dalam ketentuan Pasal 124
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah menjadi tidak berarti dengan adanya surat edaran
deputi pendaftaran tanah yang memerintahkan untuk kembali kepada ketentuan

Undang-Undang Hak Tanggungan.*®

46 Hasil wawancara dengan Ibu Marijah Harahap, Bagian Peralihan Kantor Pertanahan Kota
Medan, Medan, tanggal 26 April 2019
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Adapun beberapa kendala lain dalam pelaksanaan Roya parsial di kantor
pertanahan kota medan yang antara lain sebagai berikut :

1. Jangka waktu Roya melebihi 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan

Dalam Pasal 22 ayat 8 Undang-Undang Hak Tanggungan disebutkan bahwa
Kantor Pertanahan melakukan pencoretan beban Hak Tanggungan menurut tata cara
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu 7
(tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat 4 dan ayat 7.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat 8 Undang-Undang Hak
Tanggungan ini maka jangka waktu pelaksanaan roya seharusnya tidak melebihi
jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan roya diterima secara lengkap.
Tetapi dalam pelaksanaan roya hak tanggungan tersebut mencapai 21 (dua puluh
satu) hari sejak permohonan roya diterima secara lengkap. Kalau ditelusuri terdapat
beberapa faktor yang menyebabkan jangka waktu roya melebihi 7 (tujuh) hari sejak
tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Pertama, dalam praktek hambatan untuk pelaksanaan roya juga disebabkan
karena petugas yang menanganinya atau Kepala Kantor Pertanahan tidak berada di
tempat atau dinas ke luar kota. Kedua, dalam beberapa kasus ditemukan pula adanya
hambatan dalam penyelesaian roya melebihi 7 (tujuh) hari sejak berkas diterima
secara lengkap adalah buku tanah sedang menjadi barang bukti di pengadilan baik
pengadilan dalam rangka penyelesaian perkara Perdata, Tata Usaha Negara ataupun

Pidana. Keterlambatan dalam pelaksanaan roya ini cukup merugikan pemilik tanah
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karena tidak dapat dilakukan perbuatan hukum berupa peralihan hak dan pembebanan
hak atas tanah tersebut. Kenyataan ini misalnya dalam hal sertipikat hak atas tanah itu
direncanakan akan kembali menjadi jaminan kredit untuk mendapatkan fasilitas
kredit tertentu. Selain itu keadaan itu juga akan merugikan pemilik tanah dalam hal
rencana penjualan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain.*’

2. Kelengkapan Persyaratan Roya Tidak Dipenuhi.

Dalam praktek adakalanya permohonan roya hak tanggungan dilakukan oleh
Notaris/PPAT untuk kepentingan debitur. Berkaitan dengan permohonan ini tidak
jarang ditemukan adanya permohonan yang dikembalikan untuk diperbaiki atau
dilengakapi atau ditolak atas dasar ketentuan hukum yang berlaku.*® Beberapa
keadaaan yang sering muncul adalah:

a. Roya tanpa melampirkan pengantar kreditor.
b. Roya tanpa melampirkan sertipikat hak tanggungan/konsen/laporan.
c. Roya tanpa pendaftaran perubahan nama yang sudah terjadi.
d. Roya tanpa pendaftaran cessie yang sudah terjadi.
e. Roya tanpa pendaftaran perobahan nama dan cessie yang sudah terjadi.
Banyak hambatan yang ditemui dalam praktek untuk pelaksanaan roya hak

tanggungan ini. Hambatan-hambatan yang dijumpai terutama berkas untuk

47 Hasil wawancara dengan lbu Marijah Harahap, Bagian Peralihan Kantor Pertanahan Kota
Medan, Medan, tanggal 26 April 2019

48 Hasil wawancara dengan Ibu Marijah Harahap, Bagian Peralihan Kantor Pertanahan Kota
Medan, Medan, tanggal 26 April 2019
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kelengkapan roya yang belum diterima.*® Untuk pelaksanaan roya harus melengkapi

persyaratan sebagai berikut :

a. Surat permohonan.

b. Surat roya Hak Tanggungan dari kreditor

c. Sertipikat hak atas tanah

d. Sertipikat Hak Tanggungan

e. Fotocopy KTP atau identitas diri pemohon

f. Fotocpy KTP atau identitas diri penerima kuasa yang disertai surat kuasa jika
permohonan dikuasakan.

Menurut ketentuan Pasal 122 ayat (1) jo. ayat (5) Peraturan menteri negara
agraria/Kepala badan pertanahan nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan
pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah,
persyaratan roya/penghapusan hak tanggungan adalah melampirkan pernyataan dari
kreditor bahwa utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu sudah hapus atau
sudah dibayar lunas, yang dituangkan dalam akta otentik atau dalam surat pernyataan
di bawah tangan, serta surat tanda bukti pembayaran pelunasan utang yang
dikeluarkan oleh orang yang berwenang menerima pembayaran tersebut, sertipikat
hak yang menjadi obyek Hak Tanggungan beserta sertipikat hak tanggungan.

Diantara persyaratan-persyaratan tersebut yang sering belum dilengkapi

adalah:
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a. Surat roya Hak Tanggungan dari kreditor
b. Sertipikat hak atas tanah
c. Sertipikat Hak Tanggungan
d. Fotocopy KTP atau identitas diri pemohon
Banyak hal yang mengakibat surat roya Hak Tanggungan dari kreditor tidak
dilengkapi oleh pemohon, antara lain :
a. Pemohon tidak memintakan surat roya dari bank selaku kreditor sementara
pelunasan kredit sudah berlangsung lama.
b. Surat roya Hak Tanggungan yang diterbitkan bank selaku kreditor hilang.
Hambatan pertama ini disebabkan karena pada saat kredit sudah lunas, bank
selaku kreditor tidak langsung menerbitkan surat royanya. Debitur selaku pemohon
roya pada saat itu juga tidak memintakan Bank untuk segera menerbitkan surat
royanya. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi Debitur, karena surat roya sebagai
persyaratan untuk pelaksanaan roya di Kantor Pertanahan tidak ada maka
pelaksanaan roya tidak dapat dilakukan menjadi terhambat. Saat pemohon
memintakan kembali surat roya dari bank maka bank juga memerlukan waktu untuk
melakukan verifikasi data kredit debitur yang sudah lunas tersebut. Hambatan kedua
ini terutama disebabkan karena kelalaian dari debitur yang sudah lunas untuk

menyimpan arsip roya Hak Tanggungan yang diterbitkan bank selaku kreditor.
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Debitur yang sudah lunas pada saat itu juga tidak langsung mengurus roya hak
tanggungannya di Kantor Pertanahan Kota Medan.>°

Hilangnya sertipikat tanah yang akan diroya juga merupakan hambatan dalam
pelaksanaan roya di Kantor Pertanahan Medan. Hilangnya sertiifkat tanah yang akan
diroya ini dapat terjadi di bank, Notaris/PPAT atau mungkin pula disebabkan karena
kelalaian dari pemilik sertipikat tanah sendiri. Sertipikat Hak Tanggungan hilang juga
dapat menjadi penyebab hambatan untuk pelaksanaan roya hak tanggungan di Kantor
Pertanahan Medan. Hilangnya sertipikat Hak Tanggungan ini dapat terjadi di bank,
Notaris / PPAT atau mungkin pemilik sertipikat tanah sendiri atau mungkin pula di
Kantor Pertanahan. Identitas pemohon roya kadangkala juga sudah tidak berlaku lagi.
Seperti Kartu Tanda Penduduknya sudah tidak berlaku demikian pula identitas yang
lain.!

Permasalahan yang timbul akibat sistem regulasi mengenai hak tanggungan,
yang masih tumpang tindih, yaitu tepatnya setelah keluarnya Peraturan Menteri
Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang
Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah, permasalahan yang muncul adalah berkaitan dengan adanya
ketentuan peraturan yang saling bertentangan satu sama lain yaitu Pasal 2 Ayat (2)

undang-undang hak tanggungan dengan Peraturan Meneteri Negara Agraria/Kepala
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Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang
terdapat dalam Pasal 124 Ayat (2). Selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Perkaban) Nomor 8 Tahun 2012
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menambah permasalahan baru
dalam pelaksanaan roya partial karena jelas bertentangan dengan ketentuan diatasnya
yaitu undang-undang hak tanggungan mengenai pengaturan klausula roya partial.
Pelaksanaan roya parsial yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan
harus dilandaskan kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
dalam hal ini adalah Undang-Undang Hak Tanggungan dan Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 sehingga dapat tercipta suatu kepastian
hukum terhadap roya parsial dimana pelaksanaan roya parsial tersebut hanya dapat
dilakukan terhadap obyek jaminan hak tanggungan yang digunakan sebagai jaminan
terhadap satu hutang debitur yang senilai dengan obyek hak tanggungan tersebut.
Disamping itu pelaksanaan roya parsial hanya dapat dilakukan sesuali
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila obyek jaminan hak
tanggungan yang telah dilunasi utangnya oleh debitur berada dalam satu APHT
dengan obyek jaminan hak tanggungan lainnya di dalam jaminan hutang yang
berbeda. Hal ini dimaksud agar dapat tercipta suatu kekuatan hukum (legalitas) dalam

pelaksanaan roya parsial tersebut. Dan yang terpenting adalah bahwa klausula
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pelaksanaan roya partial sudah tercantum terlebih dahulu di APHT, karena itu
merupakan syarat mutlak, dan jika tidak dibuat klausula tersebut maka tidak dapat

dilakukan roya partial.



BAB IV

UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN KANTOR PERTANAHAN
KOTA MEDAN DALAM MENGATASI HAMBATAN-
HAMBATAN YANG MUNCUL DALAM MELAKSANAKAN
ROYA PARTIAL HAK TANGGUNGAN

A. Upaya-Upaya Preventif Kantor Pertanahan Kota Medan Dalam
Melaksanakan Roya Partial Hak Tanggungan

Roya partial adalah pencoretan sebagian hak tanggungan dari seluruh bidang
tanah yang dibebankan hak tanggungan. Roya partial ini merupakan kelembagaan
hukum baru, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang memungkinkan
penyelesaian secara praktis terhadap bagian benda jaminan apabila telah dilunasi
sebagian, sehingga dapat dipergunakan untuk keperluan lainnya.

Persyaratan harus lebih dari satu bidang tanah, tidak diartikan secara kaku.
Satu bidang tanah (misalnya yang disebut sertipikat hak guna bangunan induk) yang
kemudian hari pasti dipecah-pecah menjadi banyak bidang, termasuk yang sesuai
tujuan Undang-Undang Hak Tanggungan bisa menjadi obyek roya partial, bahkan
berkali-kali dalam kaitannya dengan kredit konstruksi dan kredit pemilikan rumah
(KPR). Disini terjadinya lebih dari satu bidang juga belakangan. Dengan demikian,

sungguhpun roya partial diatur dalam Undang-Undang Rumah Susun, tetapi dapat
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diterapkan pula untuk penyelesaian masalah roya partial di luar ketentuan tentang
rumah susun.®?

Kantor Pertanahan Kota Medan dalam pelaksanaan roya partial tetap
berpegang pada ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan, artinya dalam
pelaksanaannya, roya partial harus diperjanjikan dalam akta pemberian hak
tanggungan (APHT). Lebih lanjut dikatakan bahwa yang diatur dalam Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
khususnya Pasal 124 ayat (2) tentang roya partial sangat membantu masyarakat untuk
membebaskan sebagian dari obyek hak tanggungan, karena pada dasarnya
masyarakat belum tentu dapat membebaskan keseluruhan obyek hak tanggungan
mengingat kemampuan masyarakat sangat terbatas. Bahkan dengan terbebaskannya
sebagian obyek hak tanggungan, debitur dapat memperoleh hutang baru dengan cara
memberikan hak tanggungan kepihak bank lainnya.

Dengan adanya kebijakan Kantor Pertanahan Kota Medan tersebut diatas,
tentunya mempunyai dampak kepada masyarakat yangn menginginkan roya partial
yang lebih memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 khususnya mengenai ketentuan roya
partial tidak dapat dilayani dengan baik. Untuk itu Kantor Pertanahan Kota Medan

meberikan solusi, yaitu:
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1. Menyarankan kepada debitur untuk melakukan pendaftaran roya sampai
lunasnya keseluruhan hutang kepada kreditur, atau

2. Menghubungi kreditur untuk memperbaharui perjanjian hutang piutang dengan
cara membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dengan
memperjanjikan terhadap sebagian obyek Hak Tanggungan yang ada. Dengan
demikian pihak debitur harus meroya keseluruhan obyek Hak Tanggungan yang
sekanjutnya memasang kembali sebagian obyek Hak Tanggungan dengan
perjanjian hutang piutang yang baru.>?

Sebagian PPAT tidak mencantumkan perjanjian roya partial dalam akta
pemberian hak tanggungan (APHT), karena pihak kreditur tidak memberikan
perincian nilai dari masing-masing tanah yang menjadi obyek hak tanggungan.
Disamping itu dalam perjanjian akad kredit yang berbentuk akta pengakuan hutang
atau perjanjian kredit hanya menyebutkan sampai jumlah nilai tertentu dan tidak
memperinci nilai dari masing-masing obyek hak tanggungan. Namun demikian
terhadap hak tanggungan yang dalam pengakuan hutang/perjanjian kreditnya
memperinci masing-masing obyek hak tanggungan, maka oleh Notaris/PPAT
dibuatkan klausula roya partial dalam akta pemberian hak tanggungan (APHT) sesuai
dengan nilai masing-masing obyek hak tanggungan.

Dalam pembuatan akta pemberian hak tanggungan (APHT) itu tergantung dari

akta pengakuan hutang/perjanjian kreditnya sendiri, artinya jika dalam akta
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pengakuan hutang/perjanjian kreditnya tersebut diperinci nilai masing-masing obyek
hak tanggungan, maka dengan sendirinya akta pemberian hak tanggungan (APHT)
akan menyebut pula nilai masing-masing obyek hak tanggungan tersebut yang
selanjutnya sebagai dasar pelaksanaan roya partial dikemudian hari. Demilian pula
sebaliknya, jika dalam akta pengakuan hutang tidak diperinci nilai masing-masing
obyek hak tanggungan, maka dalam akta pemberian hak tanggungan (APHT) juga
tidak diperinci nilai masing-masing obyek hak tanggungan, sehingga tidak dapat
dipakai sebagai dasar pelaksanaan roya partial dikemudian hari.>*

Sementara itu dalam akta pengakuan hutang/perjanjian kredit perbankan
dibuat sesuai dengan kondisi dari debitur maupun kreditur, artinya jika debitur sangat
memerlukan uang dalam waktu dekat kemudian pihak kreditur sendiri mengalami
kesulitan untuk meneliti masing-masing obyek hak tanggungan secara partial, maka
disepakati bahwa dalam akta pengakuan hutang/perjanjian kredit tersebut nilai hutang
masing-masing obyek hak tanggungan dijadikan satu dalam jumlah tertentu tanpa
adanya perincian. Dalam hal perincian nilai masing-masing obyek hak tanggungan,
pihak Bank memerlukan waktu yang cukup untuk meneliti masing-masing dari obyek
hak tanggungan dilapangan baik mengenai letak tanah maupun perlunya keterangan
tambahan dari pihak terkait agar nilai dari masing-masing obyek hak tanggungan

yang sebenarnya, sehingga jika dilaksanakan roya partial dikemudian hari tidak

%% Hasil wawancara dengan lbu Zulhemi Elita Juliani, Seksi Il Bagian Hubungan Hukum
Kantor Pertanahan Kota Medan, Medan, tanggal 26 April 2019



52

terdapat kekeliruan dalam menafsirkan nilai masing-masing obyek hak tanggungan
yang akan diperjanjikan.®

Pada dasarnya lahirnya Undang-Undang Hak Tanggungan merupakan suatu
terobosan dalam reformasi pertanahan yang menggantikan ketentuan credietverband
dan hyphoteek dengan memasukkan ketentuan roya partial. Namun dalam
kenyataannya masyarakat masih membutuhkan ketentuan yang lebih memperingan
atau mempermudahkan pelaksanaan roya partial tersebut, mengingat dalam praktek
sangat jarang ditemukan adanya perjanjian dalam akta pemberian hak tanggungan
(APHT) yang menyebut pelaksanaan roya partial secara jelas dan terperinci. Untuk
mengatasi kesulitan tersebut, terbitlah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 khususnya dalam Pasal 124 ayat
(2) mengenai roya partial. Namun demikian ketentuan tersebut bertentangan dengan
Undang-Undang Hak Tanggungan dimana untuk pelaksanaan roya partial perlu
diperjanjikan dalam akta pemberian hak tanggungan (APHT).

Ketentuan roya partial yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 khususnya dalam
Pasal 124 ayat (2) secara hirarki tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya,
yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (Undang-

Undang Hak Tanggungan). Hal ini sejalan dengan asas lex posterior derogat lex
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priori yang berarti ketentuan dibawah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan
diatasnya.>®

Menyikapi adanya permasalahan dalam pelaksanaan roya partial ini,
pemerintah menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia (Perkaban) Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah, dimana dalam format akta pemberian hak tanggungan
(APHT) bagi pejabat pembuat akta tanah (PPAT) telah ditentukan secara baku, telah
memuat klausula-klausula roya partial. Walaupun klausula-klausula roya partial
tersebut telah dicantumkan dalam format baku akta PPAT, namun klausula roya
partial tersebut disebutkan secara umum.

Format akta APHT menurut Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 tersebut, seorang
debitur dapat melakukan pelunasan hutang yang dijamin dengan hak tanggungan,
dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah
yang merupakan bagian dari obyek hak tanggungan, dan yang akan dibebaskan dari
beban hak tanggungan tersebut, sehingga hak tanggungan itu hanya membebani sisa
obyek hak tanggungan untuk menjamin sisa hutang yang belum dilunasi.

Selanjutnya, dalam hal obyek hak tanggungan kemudian dipecah sehingga

hak tanggungan membebani beberapa hak atas tanah, debitur dapat melakukan
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pelunasan hutang yang dijamin dengan hak tanggungan dengan cara angsuran yang
besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah tersebut, yang akan
dibebaskan dari hak tanggungan, sehingga kemudian hak tanggungan itu hanya
membebani sisa obyek hak tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum
dilunasi. Nilai masing-masing hak atas tanah tersebut akan ditentukan berdasarkan
kesepakatan antara pihak pertama dengan pihak kedua.

Adanya ketentuan perkaban tersebut memungkinkan roya partial walaupun
dalam pembuatan APHT tidak disebutkan secara jelas bidang-bidang tanah dan nilai
dari bidang tanah yang dapat diroya secara partial, yaitu dengan dimungkinkan
adanya kesepakatan antara pihak pemberi hak tanggungan dengan pihak penerima
hak tanggungan yang akan ditentukan setelah pembebanan hak tanggungan atas
obyek hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.

Ketentuan Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 dalam prakteknya akan menambah
permasalahan dalam praktek pelaksanaan roya partial terhadap obyek hak tanggungan
yang tidak ditentukan secara pasti berapa nilai serta bidang hak atas tanah yang
merupakan bagian dari obyek hak tanggungan dalam pembuatan APHTnya. Dengan
demikian, apabila dikemudian hari antara pihak pemberi dan pihak penerima hak
tanggungan membuat kesepakatan mengenai pemecahan bidang hak atas tanah yang
telah dibebani hak tanggungan secara keseluruhan terhadap sertipikat induknya, maka

roya partial tersebut dapat berlaku surut. Hal tersebut akan menimbulkan ketidak
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pastian hukum serta memberikan kemungkinan disimpanginya ketentuan Pasal 2
Undang-Undang Hak Tanggungan.®’

B. Upaya-Upaya Represif Kantor Pertanahan Kota Medan Dalam Proses
Melaksanakan Roya Partial Hak Tanggungan

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
(Undang-Undang Hak Tanggungan) menyulitkan pelaksanaan roya partial dalam
praktek sehari-hari. Oleh karena itu adanya ketentuan Pasal 124 ayat (2) Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftran Tanah cukup memberikan keleluasaan bagi pelaksanaan roya partial,
meskipun secara normatif ketentuan tersebut telah menyimpang dari Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Secara empiris ketentuan Pasal 124 ayat (2)
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah mampu menjawab kesulitan dan kebutuhan dunia
usaha.®

Setelah berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftran Tanah, maka pelaksanaan

roya partial diwilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Medan dapat berjalan dengan
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lancar. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka kantor pertanahan Kota Medan
melakukan upaya sebagai berikut:
1. Melakukan pendekatan kepada Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)

Kepada para Notaris/PPAT yang mengeluarkan akta pemberian hak
tanggungan (APHT), kantor pertanahan kota medan menghimbau agar Notaris/PPAT
membuat surat pernyataan pemegang hak tanggungan dalam akta otentik untuk
melepaskan sebagian hak tanggungan dengan mencantumkan secara jelas bagian hak
tangungan mana yang dibebaskan dari hak tanggungan, serta berapa nilai obyek hak
tanggungan yang dibebaskan dari beban hutang debitur. Selain itu kantor pertanahan
kota medan secara rutin memberikan informasi secara rutin mengenai ketentuan-
ketentuan yang berlaku tentang lembaga roya partial, agar Notaris/PPAT secara
berkelanjutan menyampaikan kembali pada para pihak yang menjadi subyek dalam
APHT agar mengetahui ketentuan dan prosedur serta syarat pelaksanaan roya partial
yang berlaku di kantor pertanahan kota medan.
2. Melakukan pendekatan dengan pihak bank

Kepada pihak bank selaku pemegang hak tanggungan, kantor pertanahan kota
medan menyarankan untuk meroya semua hak tanggungan yang ada dan selanjutnya
mengajukan pendaftaran hak tanggungan baru dengan membuat akta pemberian hak
tanggungan (APHT) terhadap sebagian obyek hak tanggungan yang belum lama
terbebaskan dari pelunasan hutang debitur. Jalan keluar yang harus ditempuh antara
pihak bank dengan debitur pemberi hak tanggungan adalah mengeluarkan obyek

jaminan hak tanggungan yang telah lepas dari pembebanan hutang debitur dengan
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melaksanakan roya partial di kantor pertanahan tempat dimana tempat pendaftaran
tanah tersebut dilaksanakan.>®

Dalam pelaksanaan roya partial di kantor pertanahan kota medan apabila
setelah berlangsungnya perjanjian kredit, debitur menghendaki untuk melunasi
sebagian hutangnya, padahal pada pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungannya
tidak diperjanjikan terlebih dahulu adanya roya partial, sehingga roya partial tidak
dapat dilakukan. Kantor pertanahan kota medan memiliki syarat utama untuk dapat
dilaksanakannya roya partial adalah dilihat pada akta pemberian hak tanggungannya,
apakah telah diatur mengenai adanya klausula roya partial secara terperinci baik nilai
dari bidang-bidang tanah atau tidak.

Apabila tidak diatur secara tegas dalam akta pemberian hak tanggungannya,
maka kantor pertanahan kota medan akan menolak untuk dapat dilaksanakannya roya
partial, dengan memberi catatan bahwa tidak adanya klausula mengenai roya partial
dalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan, catatan tersebut ditulis
pada surat permohonan roya partial yang telah diajukan kreditur kemudian
dikembalikan lagi kepada kreditur yang bersangkutan.

Penolakan tersebut dilakukan karena kantor pertanahan kota medan hanya
berpegang pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Pasal 2 ayat (2), meskipun telah terbit Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 124
ayat (2) yang menghendaki pelaksanaan roya Partial tanpa diperjanjikan terlebih
dahulu dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan.

Kebijakan tersebut juga berdasarkan Surat Edaran Deputi Bidang Pengukuran
dan Pendaftaran Tanah Atas Nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 600-
494-D.1V tanggal 8 Februari 2000 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi di seluruh Indonesia bahwa pelaksanaan roya
partial kembali tunduk pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Hak
Tanggungan, yang isinya bahwa pendaftaran hapusnya hak tanggungan atas sebagian
obyek hak tanggungan hanya dapat dilakukan apabila obyek hak tanggungan terdiri
dari beberapa hak atas tanah dan/atau beberapa hak atas satuan rumah susun dimana
kemungkinan hapusnya sebagian obyek hak tanggungan tersebut telah diperjanjikan
terlebih dahulu dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996).

Roya partial yang dapat dilakukan adalah terhadap pembebanan hak
tanggungan yang termuat di dalam satu akta pemberian hak tanggungan (APHT).
Roya partial tidak dapat dilaksanakan terhadap APHT yang berbeda karena sifat hak
tanggungan yang tidak dapat dibagi-bagi. Pelaksanaan roya partial dapat dilakukan
oleh kantor pertanahan kota medan apabila hutang yang dijaminkan dengan obyek
hak tanggungan senilai harganya dengan obyek hak tanggungan tersebut dan
keseluruhan yang dijamin dengan obyek jaminan hak tanggungan telah dilunasi oleh

debitur pemberi hak tanggungan dimana obyek jaminan hak tanggungan tersebut
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diperjanjikan dalam satu APHT dengan obyek jaminan hak tanggungan lainnya
dengan hutang yang berbeda jaminan hak tanggungannya.

Besarnya nilai masing-masing hak atas tanah yang akan dibebaskan dengan
roya partial yang merupakan jumlah yang harus dibayar untuk membebaskan hak atas
tanah yang bersangkutan, ditentukan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan
debitur. Dengan demikian, kesepakatan mengenai nilai hak atas tanah yang akan
dibebaskan berlainan dengan yang disebutkan diatas, diadakan dalam kesepakatan
tersendiri, di luar APHT. Dengan demikian ditinjau dari ketentuan Pasal 2 Undang-
Undang Hak Tanggungan memberikan penampungan yang luas mengenai kebutuhan
akan kredit dengan jaminan yang luwes.

Dengan ditandatanganinya APHT antara pemberi hak tanggungan/debitur dan
pemegang hak tanggungan/kreditur dengan janji yang tercantum Pasal 2 blangko
standar APHT tersebut, maka untuk melakukan roya partial dalam praktek, nilai hak
tanggungan yang membebani sertipikat induk harus dapat disepakati antara debitur
dan kreditur untuk dipecah-pecah disesuaikan dengan nilai sertipikat masing-masing
hasil pemecahan sertipikat induk. Dalam hal ini hasil kesepakatan antara debitur dan
kreditur harus dituangkan secara tertulis, terperinci dan ditandatangani oleh kedua
belah pihak yang dikemudian hari dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan
roya partial.

Dalam hal ketika roya partial dilaksanakan, yang ternyata tidak diperjanjikan
terlebih dahulu dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, kantor pertanahan akan

meminta dibuatkan akta consent roya yang dikeluarkan oleh notaris atau pihak
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kreditur. Dimana isi dari akta consent roya tersebut menyatakan suatu pernyataan
persetujuan untuk dilakukan roya terhadap sebagian obyek hak tanggungan. Hal ini
berhubungan dengan isi dari akta consent roya itu berisi kesepakatan yang dibuat oleh

pihak kreditur dengan debitur mengenai roya partial.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Bahwa pelaksanaan roya partial hak tanggungan di kantor pertanahan kota
medan adalah permohonan roya partial yang diajukan kepada kantor
pertanahan dan kepala kantor pertanahan dilaksanakan dalam waktu tujuh
hari kerja setelah diterimanya permohonan untuk melaksanakan pencoretan
hak tanggungan itu. Dalam roya partial, sertipikat hak tanggungan tidak
ditarik kembali oleh kantor pertanahan, tetapi hanya diberikan catatan, persil
mana Yyang dicoret dan persil-persil lain tetap terikat sebagai jaminan sisa
hutang.

Bahwa hambatan-hambatan pelaksanaan roya partial hak tanggungan di
kantor pertanahan kota medan, terdiri dari hambatan-hambatan eksternal
yaitu ketika debitur menghendaki melunasi sebagian utangnya untuk
membebaskan sebagian jaminannya terjadi kesulitan ketika dilakukan roya
partial, dan hambatan-hambatan internal yaitu dalam pelaksanaan roya
partial ini terkait dengan adanya ketentuan peraturan yang saling
bertentangan satu sama lain. Hambatan lainnya adalah tidak tercantum
bagian-bagian mana dari sertipikat induk yang dipecah setelah terikat hak

tanggungan yang dapat dilakukan roya partial.
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Bahwa upaya-upaya yang dilakukan kantor pertanahan kota medan dalam
mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam melaksanakan roya
partial hak tanggungan, terdiri dari upaya-upaya preventif yaitu
menyarankan kepada debitur untuk melakukan pendaftaran roya sampai
lunasnya keseluruhan hutang kepada kreditur, atau menghubungi kreditur
untuk memperbaharui perjanjian hutang piutang dengan cara membuat Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dengan memperjanjikan terhadap
sebagian obyek Hak Tanggungan yang ada. Upaya-upaya represif yaitu
dengan melakukan pendekatan dengan pihak bank untuk meroya semua hak
tanggungan yang ada dan selanjutnya mengajukan pendaftaran hak
tanggungan baru dengan membuat akta pemberian hak tanggungan (APHT)
terhadap sebagian obyek hak tangungan yang belum lama terbebaskan dari

pelunasan hutang debitur.

B. Saran

1.

Sebaiknya pelaksanan roya partial yang berkaitan dengan pembebanan
jaminan hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan di
Kantor Pertanahan Kota Medan dilaksanakan dengan menggunakan asas
kesederhanaan dan proses pelaksanaannya sehingga pelaksanaan roya partial
tersebut tidak terkesan sulit dan berbelit-belit dalam suatu proses birokrasi di
Kantor Pertanahan Kota Medan.

Sebaiknya kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan roya partial di

Kantor Pertanahan Kota Medan yang berkaitan dengan ketidaklengkapan
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dokumen atau persyaratan pendukung dapat dicarikan solusi/jalan keluar
dengan melakukan pendekatan terhadap pihak-pihak terkait yang
mengeluarkan dokumen-dokumen tersebut, sehingga pelaksanaan roya
partial dalam rangka pembebanan jaminan hak tanggungan di Kantor
Pertanahan Kota Medan tidak terkendala dan dapat berjalan lancar.

Hendaknya dalam mencari solusi dalam upaya untuk dapat memperlancar
pelaksanaan roya partial di Kantor Pertanahan Kota Medan, para pejabat
terkait di Kantor Pertanahan Kota Medan perlu melakukan penyuluhan
secara intensif kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan
pembuatan APHT, pendaftaran APHT maupun dalam menmperlancar
pelaksanaan roya partial termasuk pihak perbankan yang berkepentingan
terhadap roya partial tersebut dan juga pihak pemberi jaminan hak

tanggungan.
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